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FORMAT BARU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh : Hyronimus Rowa™

Abstrak: Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai
pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, memasuki babak baru
dengan spirit demokrasi langsung (diret democracy) oleh rakyat. Dalam kenyataan,
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mencerminkan
prinsip-prinsip demokrasi langsung oleh rakyat. Hal ini lebih disebabkan oleh
prinsip demokrasi langsung oleh rakyat yang berciri demokratis dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah, masih sebatas mengikutsertakan rakyat pada
tahap pemungutan suara, namun pada tahap rekrutmen dan penetapan calon belum
sepenuhnya mencerminkan proses yang demokratis. Disamping itu, pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kenyataan telah melemahkan
pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, pemberdayaan
masyarakat daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
karena biaya pilkada masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dengan tingkat pengeluaran yang sangat besar jumlahnya, serta
ad-3anya kecenderungan munculnya konflik horisontal pasca pilkada yang tidak
dapat dihindari. Untuk itu, diperlukan pengaturan baru yang komprehensif tentang
penyelenggaraan pilkada yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan
pengaturan biaya pilkada yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Hanya dengan cara demikian, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dapat terbebas dari beban biaya pilkada yang selama ini dikeluhkan.
Dengan demikian, format baru pilkada yang diangkat dalam pembahasan ini adalah
upaya mendudukan kembali pilkada dalam koridor demokrasi yang demokratis
dalam keseluruhan tahap pilkada.

* Lektor Kepala pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IF
IIP Jakarta tahun 1995, Magister Ilmu Pemerintahan pad a
1998, dan meraih gelar Doktor dalam bidang Iimu Peme rir
tahun 2009. -
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FORMAT B
ARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN waxy
KEPALA p,
AERAH

eﬂdahul:g;i penyelenggaraan
[ ence® * ala daerah dan wakil
etﬂﬂﬂq?a erah gecara langsung oleh
Eepala Sebagai pelaksanaan dari
;al‘Yat Uﬂ dang Nomor 32 Tahun
Uﬂdaﬂ ;aﬂg pemerintahan Daerah dan
2004 tert Undang Nomor 12 Tahun 2008

; han Kedua Undang-

dang
n ruba
Pang P 35 Tahun 2004 tentang

eﬂtan 6 mor
bndaﬂg No Daerah, tampak bahwa

peme“ﬁf;ﬁ dan wakil kepala daerah
kepalad ihasilkan dari pola pemilihan
jang " leh rakyat masih menyisah-
laﬂgs‘m.%1 ah permasalahan. Secara
ket .;l?pennasalahan dalam pemilihan
PP oh dan wakil kepala daerh
pe :;kyat mencakup: pertama, bahwa
O.IEhm milihan kepala daerah dan
gitlzl kepala daerah yang dibangun
o ndang-undang pemerintahan
terumuskan secara
kompre’hensif perdasarkan  prinsip-
pfixlsip demokrasi; dan kedua, bahwa
para pelaku dalam pemilihan kepala
jaerah dan wakil kepala daerah secara
amum belum mencerminkan sikap dan

rilaku yang demokratis.

Pengaturan pemilihan  kepala

daerah dan - wakil kepala daerah

sebagaimana ~diatur dalam undang-
undang pemerintahan daerah, tampak

hanya mengedepankan pemungutan
suara yang demokratis melibatkan
rakyat sebagai pemilih, akan tetapi
pengaturan proses pilkada sejak tahap
ekrutmen calon hingga pemungutan
suara masih terdapat proses yang tidak
demokratis, Hal ini dapat dibuktikan
misih  adanya pengaturan  pintu
Lﬂank menjadi' calon kepala daerah
da“ tv'kaﬂ kepala daerah yang melalui
2 pintu yakni pintu partai politik
{ar}gbbeﬂnakna bahwa pasangan calon
¢bih sebagai repr i i politik
e presentasi partal poll
Padarakyat dan pintu perseorangan

Jurngg Pamong Praja

masyarakat secara sjonif:

Dilain pihalil Slgl:ﬁl:la'm_
daerah dan wakil kg Iar; ﬂ:;m kepala
rakyat sebagai suat}; e
demokrasi belum dj S e

en.wkratls, oleh karena sika %
perilakumasyarakatmasih Hers
sikap d ' o Ykan

p dan perilaku vyan :
demokratis. Hal ini d e t%dak
dengan munculn apa.t (loukfikan

munculnya konflik horisontal
pasca p}lkada yang lebih disebabkan
olf:h ketidaksiapan para calaon dengan
:‘-;e]umlah pendukungnya untuk secara
ikhlasmenyatakankekalahannya. Dalam
hal‘penyelenggara, masih terdapat cara
kerja yang berpotensi memicu konflik
pilkada. '

Untuk mengatasi berbagai
permasalahan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah oleh rakyat
yang disebabkan oleh faktor regulasi,
faktor perilaku pemilih, dan faktor
penyelenggara, berikut ini dipaparkan
gagasan untuk lebih mendudukan
pilkada pada porsi prinsip-prinsip
demokrasi. Sehubungan dengan itu,
upaya untuk melakukan penataan
ulang kebijakan pilkada disambut baik,
sebagai strategi untuk mendudukan
kembali pilkada menurut prinsip-
prinsip demokrasi yang berlaku secara

universal.

Format Baru Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang diselenggarakan
pasca pemberlakuan Undang-Undang
004 dan Undang-

Nomor 32 Tahun 2

Undang Nomor 12 Tahun 2008, E;da
tataran NOTM&
pada prmsipa
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dibangun dalam Undang-Undang Dasar
1945. Hanya dengan cara demikian,
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang menganut prinsip
pemilihan secara demokratis, perlu
memasuki format baru yang mencakup
aspek: 1. pengaturan keterlibatan
rakyat pada setiap proses pemilihan; 2.
pengaturan hanya kepala daerah yang
dipilih; 3. pengaturan penyelenggara
pilkada yang independen; 4. penga-
turan waktu pilkada yang efektif; 5.
pengaturan persyaratan calon kepala
daerah; 6. pengaturanbiaya pilkadayang
efisien; 7. pengaturan tahapan pilkada
yang sekuensis; 8. pengaturan pemilih
dalam pilkada; 9. pengaturan sanksi
dan proses pengadilan pelanggaran
pilkada; dan 10. pengaturan persyaratan
pilkada.

Format baru pilkada yang
dimaksudkan adalah sepuluh aspek
dari penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut,
yang secara umum dapat diuraikan
berikut ini :

1. Pengaturan keterlibatan rakyat
pada setiap proses pilkada.
Pemilihan kepala daerah sebagai
suatu proses pada setiap tahapan
perlu melibatkan rakyat secara
aktif. Pelibatan rakyat pada
setiap tahapan pemilihan kepala
daerah dilakukan dengan cara
mewajibkan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah untuk
mencantumkan dukungan rakyat
secara perorangan maupun
kelompok yang dibuktikan melalui
tanda tangan dengan lampiran
fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Pengaturan ini berlaku bagi
semua calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah baik yang
melalui jalur partai politik maupun
jalur perseorangan. Keseluruhan
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dokumen  pernyataan tertylig
yang dibuktikan dengan tand,
tangan dan lampiran fotocopy
KTP. Persyaratan dukungan rakyat
ini perlu dilakukan verifikagi
faktual oleh penyelenggara
kepada masyarakat untuk
mengecek kebenarannya. Dalam
hal ditemukan batas minimum
persyaratan calon kepala daerah
tidak terpenuhi maka seseorang
calon dibatalkan dan gugur
menjadi calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Apabila hasil
verifikasi faktual tidak bermasalah
bagi calon, penyelenggara pilkada
dapat melakukan penetapan calon
kepala daerah menjadi calon tetap
kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Setelah ditetapkan menjadi
calon tetap kepala daerah dan
wakil kepala daerah, perlu digelar
uji publik sebagai fase penilaian
publik terhadap calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam fase uji publik rakyat secara
perorangan maupun kelompok
memberikan tanggapan tertulis
beserta bukti yang jelas terhadap
kelayakan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Apabila
ditemukan tanggapan masyarakat,
calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah wajib memberikan
tanggapan tertulis yang membuka
ruang pengujian secara hukum
melalui proses pengadilan.
Sehubungan dengan ini perlu
pengaturan proses pengadilan
yang bersifat cepat dan mengikat.
Terlep i sej

’
.




FORMAT BARU PE
M
ILIHAN KEPALA DAER A DAN
WAKIL Kep,
ALA DAERA
H

ot agar tﬁ:l:hmdar dari
(o151 ~lasi data pemilih.

g d Pillh.
Jrkan Pasal 18 ayat (4) -UUD
[}erdalS wa ”Gubernur, Bupati, dan
1945_b = masing-masing sebagai
Nalik0**  nerintahan  daerah
kepa!asi yabupaten dan kota dipilih
proV 1 mokratis”.  Ketentuan
secara 8 ayat (4) mengandung
: : konstitutif bahwa pemilihan
m dl kepala daerah yakni Wakil
gibe nu, Wakil Bupati, dan
Wakil Walikota, tidak diatur dalam
ond ang-Undang. Dasar = 1945.
Dengan demikian, pengaturan

Than  kepala daerah dalam
ls)atu paket dengan Wakil kepala
Jaerah perlu disesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar

1945, Namun demikian, mengingat

kompleksitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kepala
deerah  dalam menjalankan

fugasnya perlu dibantu oleh wakil
kepala daerah yang diangkat oleh
Kepala Pemerintahan  tingkat
atasnya atas usul kepala daerah
stelah mendapat ~pertimbangan
pimpinan DPRD. Cara lain adalah
wakil kepala daerah tidak diisi,
namun perlu pengaturan jabatan
deputi kepala daerah  yang
membidangi bidang pemerintahan
tertentu agar dapat bertindak untuk
dan atas nama kepala daerah dalam
hal kepala daerah berhalangan.

;elll)gatu:an penyelenggara pilkada.
d:eear}}:aSﬂan pemilihan kepala
dael;ah dan  wakil kepala
. i sangat ditentukan oleh
s yelenggara  pilkada  yang

menuhi  gyarat independen

Ium
al Pamong Praja [

Panitia
uata  (PPS). Untuk m .
Persyaratan penyelen emenubl
lihan kepala dae aigara iy
diperlukan o I tersebut,
S m . IE}r} persyaratan
ekanisme pemilihan an
penyelenggara  pemilu gyg;:a
mencer.mmkan proses yang faime%
melalui rekrutmen yang sistemati
dan obyektif. Secara 1<elembagaanS
df'ilam kenyataan penyelenggaram{
pilkada belum  sepenuhnya
melaksanakan amanat Undan)é-
Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, yang mengatur bahwa
lembaga penyelenggara pemilihan
umum adalah KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
dalam  pelaksanaan  tugasnya
bersifat  hierarkis. = Disamping
itu, dalam undang-undang ini
mengatur bahwa salah satu tugas
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/
Kota adalah melaksanakan
pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Ketentuan
ini mengandung makna bahwa
pertama, perpemilihan ~ umum
kepala daerah yang dimulai dari
tahap pendaftaran calon hingga
tahap pelantikan kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih
menjadi tugas KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/KOta; kedua
pahwa tidak terdapat keterlibatan
DPRD dalam .k*!}v ' ‘
dacrah dan wakil ke
dan ketiga bahw

>
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pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah tidak bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) melainkan
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) oleh karena pilkada dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 telah menjadi ranah pemilu.
Keunggulan dari ketentuan ini
adalah ~ membebaskan  daerah
dari beban anggaran pilkada
yang membuka ruang macetnya
pelaksanaan pembangunan daerah,
pemberdayaan masyarakat dan
pelayanan kepada masyarakat yang
terhenti karena pilkada.

Pengaturan waktu pilkada.

Untuk mengurangi  mobilisasi
massa dan keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan pemilihan
umum, sudah saatnya dilakukan
pengaturan waktu penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dalam waktu
yang bersamaan dengan alternatih
pilihan : pertama, penyelenggaraan
pilkada disatukan dengan pemilu
legislatif dan pemilu presiden;
kedua, penyelenggaraan pilkada
dikelompokan dalam satu periode
waktu awal tahun dan akhir
tahun; ketiga, penyelenggaraan
pilkada (gubernur, bupati dan
walikota) secara serentak dalam
satu provinsi. Pengaturan ini
akan  menghasilkan  sejumlah
keunggulan  bagi  pendidikan
politik masyarakat, akan tetapi
membutuhkan prasyarat yaitu data
penduduk yang tercatat secara
sistematis agar pemilih terdaftar
secara jelas dan perlu pengamanan
yang ketat agar tidak terjadi
mobilisasi massa pemilih dari satu

5!

b

daerah ke daerah pemilihan yang
lain. Dengan cara yang demikian,
konsentrasi waktu masyarakat
tidak saja hanya tercurahkan pada
kegiatan politik yakni pelaksanaan
pemilihan umum, namun juga
konsentrasi pada kegiatan ekonomj
untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup.

Pengaturan persyaratan calon
kepala daerah.

Untuk mencapai kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang
mempunyai  sejumlah  keahlian
untuk memajukan daerah ke arah
yang lebih sejahtera masyarakatnya
dan tertib pemerintahannya, maka
persyaratan menjadi calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah
perlu mendapatkan penguatan
dalam undang-undang yang selama
ini hampir tidak diatur mengenai

syarat kompetensi. Kendatipun
undang-undang telah mengatur
syarat dukungan politik, akan

tetapi perlu dilengkapi dengan
pengaturan syarat kompetensi.
Mengingat jabatan kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah
jabatan pemimpin pemerintahan,
maka perlu pengaturan syarat
kepemimpinan pemerintahan.
Syarat kepemimpinan pemerin-
tahan antara lain mencakup pernah
mengikuti pendidikan dan latihan
kepemimpinan pemerintahan
yang dibuktikan dengan sertifikat
perlu




FORMAT
BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN waky, KEPALA
DAERAH

ik kompetensi di bidang
merm 1_In pinan pemerintahan, agar
1<epem1 elantikan kepala daerah
seteld kil kepala daerah, dapat
d Wbeker]'a untuk memajukan

se efin ensejahterakan masyarakat
dan
daerah-

biaya pilkada.
: Pell;%ag::n kelul}ian yang dirasakan
fialam pelaksanaan pemilihan
k:pala daerah  dan  wakil
kepala daerah adalah semakin
perkurangnya anggaran daerah,
oleh ~karena anggaran dflferah
digunakan untuk permhhan
kepala daerah dan wakil kepa.lla
daerah. Kondisi ini terasa apabila
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah memasuki. pemilihan
tahapan kedua atau ketiga. Untuk
mencegah pemanfaatan anggaran
deerah  bagi  penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serta upaya untuk
membebaskan daerah terhadap
biaya pilkada, dan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 yang memasukan
pilkada dalam ranah pemilihan

umum yang  diselenggarakan
oleh lembaga KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota

secara  hierarkis, maka Dbiaya
pilkada  sebaiknya  bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Dengan
demikian, keunggulan dari cara
ini adalah pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah dalam satu atau beberapa
tahap tidak mengganggu proses
Pembangunan, pemberdayaan
dan Pelayanan kepada masyarakat
daerah, Dengan asumsi bahwa

Pilkada  boleh  “hilir ~ mudik

Jurnay Pamong praja

silih berganti”

pembangunan, Pemberdayaan

dan pelayanan mas
efektif berjalan terus),] 72 aiidaenah

akan tetapi

Pengaturan tahapan pilkada.

Penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah
akan berhasil secara efektif, juga
ditentukan  oleh pengaturan
tahapan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah secara
sekuensif. Hal ini bermakna bahwa
tahapan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah perlu
ditata secara jelas dengan tahapan
yang dilakukan secara bersyarat
mencakup tahap: pemberitahuan
dan pengumuman  berakhirnya
masa jabatan kepala daerah dan
wakil kepala daerah; penyusunan
daftar pemilih; pendaftaran
pasangan calon; verfikasi faktual

persyaratan = pasangan  calon;
penetapan pasangan calon;
uji publik pasangan = calon;

masa kampanye; masa tenang;
pemungutan dan penghitungan
suara; penetapan pasangan calon
terpilih;  pelantikan  pasangan
calon terpilih. Hal terpenting
dari keseluruhan tahap pilkada
dimaksud adalah perlu pengaturan
yang tegas tentang verifikasi
faktual pasangan calon, pengaturan
pemberhentian dari jabatan setelah
ditetapkan menjadi calon tetap bagi
pasangan calon yang menduduki
jabatan negeri; pengaturan
tentang uji publik yang obyektif;
pengaturan cuti kampanye yang
bersifat permanen sampal dengan
pelantikan; ~pengaturan tentang
publikasi dana kampanye; dan
pengaturan tentang money .pl:cs.

Keseluruhan tahapan dan -a
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krusial dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah

sebagaimana diuraikan di atas perlu

dirumuskan secara jelas dengan
prinsip tuntas dan komprehensif.
Pengaturan dalam
pilkada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah akan mencerminkan
proses yang demokratis manakala
pilkada mencapai tingkat partisipasi
politik pemilih yang tinggi dengan
tingkat partisipasi politik pemilih
alias golongan putih (golput) yang
rendah. Untuk mencapai tingkat
partisipasi pemilih yang tinggi
dalam pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah, hal yang
terpenting untuk dilakukan adalah
sistem pencatatan dan pendaftaran
pemilih yang memenuhi syarat
efektif. Artinya, penyelenggara
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah harus memastikan
bahwa semua pemilih sudah
terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara (DPS). Daftar pemilih
sementara perlu dilakukan verifikasi
faktual oleh penyelenggara pilkada
dengan mengikutsertakan Ketua
Rukun Tetangga (RT) setempat.
Daftar pemilih sementara yang

pemilih

telah  diverifikasi  ditetapkan
menjadi Daftar Pemiih Tetap
(DPT). Tahap  akhir dalam

pencatatan pemilih adalah dengan
memberikan  undangan  untuk
melakukan pemberian suara pada
tempat dan tanggal pemilu yang
ditentukan. Dengan cara demikian,
penyelenggara pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah

dapat  bebas  dari _
melakukan kejahatan sistematis
yang menyebabkan  seseorang

tuduhan ‘.,5‘

10.

pemilih kehilangan hak memilih
yang berakibat kehilangan suara,
dengan cara memastikan bahwa
semua pemilih sudah terdaftar
dalam daftar pemilih.

Pengaturan sanksi dan proses
pengadilan pelanggaran pilkada.

Untuk  meningkatkan  kualitas
penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah,
terdapat hal yang penting untuk
dilakukan adalah pertama,
pengaturan sanksi yang tegas bagi
pelanggaran dalam pilkada, baik
yang dilkakukan oleh pasangan
calon, penyelenggara dan pemilih

dalam pilkada; dan kedua,
pengaturan proses pengadilan
pelanggaran dan sengketa

pilkada yang bersifat cepat dan
mengikat. Hal ini dimaksudkan
untuk melakukan peringatan dan
antisipasi dini dalam pilkada, serta
upaya untuk menjamin kepastian
hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Keunggulan
dari pengaturan ini adalah untuk
memberikan  kepastian hukum
dalam proses pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

Pengaturan persyaratan pilkada.
Pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang menghasilkan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah  yang  dipilih secara
demokratis langsung oleh rakyat,
3‘7‘ ‘et S " u].kan |




FORMA
T BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH paN WAKIL Kep,
ALA DAERAY

: n oleh  ketidaksiapan
dlseb:?;jat untuk memasuki sisﬁem
masy krasi dalam pemilihan kepala
dernOh dan wakil kepala daerah.
daergaksiapan masyarakat setempat
; ?tlleb ;h disebabkan oleh : pertama,
mlltur masyarakat setempat yang
K sh taat pada sistem patron
Icrlliaen yang memandang patronnya
Jalah segalanya termasuk tabu
fmtuk dilecehkan oleh pihak lain,
pal ini timbul manakala pasangan
calon muncul dari  kalangan
on masyarakat; kedua, tingkat

tr

g: ndidikan masyarakat setempat
yang relatif rendah sebagai
rakondisi ~ rendahnya  derajat

rasionalitas; dan ketiga, tingkat
ekonomi masyarakat yang rendah
diukur dari pendapatan perkapita,
dan apabila demokrasi digelar
dalam kondisi masyarakat yang
relatif miskin secara ekonomis
dapat dipastikan bahwa tingkat

partisipasi ~ politik  masyarakat
dalam pilkada hanya bermakna
demokrasi perut. Sehubungan

dengan itu, gagasan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah perlu dicermati dan
disesuaikan dengan kondisi lokal,
dimana pilkada hanya dapat
dilakukan pada daerah yang telah
memenuhi prasyarat kultur yang
demokratis, pendidikan masyarakat
yang relatif tinggi untuk memasuki
demokrasi sebagai sistem rasional,
dan kemampuan ekonomi
masyarakat yang memadai
untuk berdemokrasi oleh karena
demokrasi memerlukan dukungan
ekonomi yang kuat.

2:1921:5125 ciridemokras;j tidak]
B mocracy). Praktek d
ngsung  oleh rakyat sebagaiman
dipraktekan dalam pemilihan k 1
daerah dan waki] kepala d:e}::alﬁ
secara langsung oleh rakyat tidak
saja dipilih secara demokratis, akan
t(:ie;apl proses rekrutmennya juga harus

mf)k_rarhs. Hanya dengan cara
demikian, demokrasi dalam pilkada
akan ~mendapat makna demokratis,
dan pilkada yang demokratis dipercaya
dapat menghasilkan pemimpin yang
demokratis, dan pemimpin  yang
demokratis dari dan oleh rakyat,
memiliki kemampuan berbuat apa
saja untuk dan atas nama rakyatnya.
Akan tetapi, upaya untuk melahirkan
pemimpin yang demokratis melalui
proses yang demokratis, memerlukan
prasyarat utama sebagaimana diuraikan
dalam sepuluh aspek pengaturan,
sebagai ciri format baru pilkada yang
demokratis.

Dilain pihak, lahirnya pemimpin
yang demokratis dicita-citakan akan
mampu menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakatnya. Namun fakta
menunjukkan bahwa ketidakmampuan
pemimpin yang lahir melalui proses
pemilihan yang demokratis belum
mampu mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat selama  masa
kepemimpinannya. Hal ini lebih
disebabkan oleh sistem demokrasi
yang dibangun belum sepenuhnya
mencerminkan dan menegakan prinsip-
prinsip demokrasi yang baik dan benar.
Kata demokrasi dan pilihan yang
demokratis hanya digunakan sebatas
pemaknaan pilihan secar langsung

an sung
emokrasi

i

Penutup

I Pemilihan kepala daerah secara
BSUng oleh rakyat adalah salah

oleh rakyat, akan tetapt e
pemilihan belum :
demokratis.

Jurng) Pamong Praja



FORMAT BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

. Dengan demikian, agar pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah
dikatakan sebagai pemilihan yang
demokratis, maka perlu penegakan
prinsip-prinsip demokrasi mulai dari
" tahap awal pilkada hingga tahap akhir
pilkada. Maknanya bahwa demokrasi
dalam pilkada adalah demokrasi
dari “hulu hingga hilir”, tanpa virus
atau topeng yang mengatasnamakan
demokrasi. Semoga uraian singkat
ini sebagai bahan perenungan untuk
mewujudkan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
demokratis, dan mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
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